












  

 
 
 

PERJANJIAN KERJASAMA 
 

ANTARA 
 

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

 
DENGAN 

 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 
 

TENTANG: 
 

PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLAPENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 
RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KEBUMEN  
 

NOMOR: 500/002/I/2015 
NOMOR : 589.B/J01.1.12/KS/2015 

 
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima 
belas,bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
1. Nama : Muhari, SE. 
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Perekonomian Setda 

Kabupaten Kebumen 
 Alamat : Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 
 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sahmewakili 
PemerintahKabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Kepala Bagian 
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 
050/014/KEP/2015 tanggal 7 Januari 2015, sebagai PejabatPembuat Komitmen 
selanjutnya disebut Pihak KESATU; 
 

2. Nama : Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.,Sc., Ph.D. 
 Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 

Yograkarta 
 Alamat : Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 

 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili 
FakultasEkonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yograkarta 
selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA; 

 
 
 



 
 
 
 
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama 
disebutsebagai PARA PIHAK) terlebih dahulu menerangkan: 
 
1. Bahwa FEB UGM adalah Fakultas yang berada dibawah 

PengelolaanUniversitas Gadjah Mada; 
 

2. Bahwa Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) yangmerupakan 
unit di bawah Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yangdibentuk berdasarkan 
surat Keputusan Rektor UGM NO. 102/P/SK/HT/2013 tanggal 11 Januari 2013 
 

3. Bahwa FEB UGM melaui P2EB bermaksud menjalin kerjasama (kontrak)dengan 
Pihak Kesatu untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan NaskahAkademik 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumententang Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha Kabupaten Kebumen 

 
Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK 
bersepakatmenjalin kerjasama (kontrak) untuk melaksanakan pekerjaan 
Penyusunan NaskahAkademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumententang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumendengan 
ketentuan dan syarat-syaratsebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai 
berikut : 

 
 
 

BAB I 
RUANG LINGKUP PERJANJIAN 

 
Pasal 1 

 
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasamaini adalah pelaksanaan pekerjaan yang meliputi 
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen 

 
 
 

BAB II 
BENTUK KERJASAMA 

 
Pasal 2 

 
PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti kerja sama dalam rangka 
PenyrusunanNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumendalam 
bentukSwakelola. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BAB III 
DOKUMEN KONTRAK 

 
Pasal 3 

 
(1) Dokumen Kontrak dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi: 

a. Surat Perjanjian Kerjasama; 
b. Lampiran meliputi: 

1. Kerangka Acuan Kerja; 
2. Dokumen Pengadaan Swakelola; 
3. Tim Pelaksana Pekerjaan. 

 
(2) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

satukesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap Pasal dari dokumen yang 
adaharus diartikan bersama dan saling melengkapi satu sama lainnya. 

 
 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Pasal 4 

 
(1) Kewajiban PIHAK KESATU 

a. Memberikan pekerjaan berupa jasa konsultasi Penyusunan NaskahAkademik 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumensebagaimana tertuang dalam 
Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkanPIHAK KESATU. 

b. Membayar sejumlah uang pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan 
yangdilaksanakan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini. 

c. Memberikan dukungan data-data yang diperlukan PIHAK KEDUA 
dalamrangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 
DaerahKabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Kabupaten Kebumen. 
 

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA 
a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK KESATU 

sesuaidengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan dengan sebaik-
baiknya. 

b. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja 
c. Bersedia datang menjelaskan hasil pekerjaannya, apabila sewaktu-

waktudiperlukan oleh PIHAK KESATU. 
d. Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan. 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Hak PIHAK KESATU 



a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja 
danPerjanjian Kerjasama. 

b. Meminta penjelasan atas hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA. 
 
 
 

(2) Hak PIHAK KEDUA 
a. Menerima sejumlah uang pembayaran sesuai dengan perjanjian iniatas 

pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan. 
b. Meminta data-data pendukung yang diperlukan kepada PIHAK KESATU 

dalamrangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 
DaerahKabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Kabupaten Kebumen. 

c. Berhak menunjuk Tim pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka 
Usaha Kabupaten Kebumen, yang dicantumkan dalam lampiran perjanjian ini. 

 
 
 

BAB V 
JANGKA WAKTU 

 
Pasal 6 

 
(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah 

AkademikRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen ditetapkan 60 (enam 
puluh)hari kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini 

 
(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan memaksa 
(forcemajure). 

 
 

BAB VI 
BIAYA 

 
Pasal 7 

 
(1) Jumlah biaya atau Nilai Kontrak atas pelaksanaan pekerjaan dalam 

perjanjiankerjasama ini adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
KabupatenKebumen Tahun 2015. 
 

(2) Jumtah Biaya atau Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sudahtermasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA dan 
segalapengeluaran PIHAK KEDUA demi kelancaran pekerjaan. 

 
 

BAB VII 
CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 8 



 
(1) Pembayaran atas pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik 

danPenjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumendilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sekaligus setelah 
pekerjaanselesai 100% dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
KESATU atau selambatnya 29 Maret 2015. 

(2) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
perjanjian ini, dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dengan 
pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk PIHAK KEDUA, yaitu : 
 
Nomor Rekening : 8888802122010985 
Nama : UGM FEB P2EB KS LIT Pemerintah Kabupaten Kebumen 
Bank : Mandiri 

 
 

BAB VIII 
SANKSI DAN DENDA 

 
Pasal 9 

 
(1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas 

waktuyang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 
1/1000(satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, 
dengandenda paling banyak sebesar 5% dari total nilai kontrak seluruhnya. 

 
 
 
(2) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan 

Kontrak/Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU, maka 
PIHAKKEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan 
dengankewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. 

 
BAB IX 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
 

Pasal 10 
 

(1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian 
danketerlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila 
terjadikeadaan memaksa (force majeure). 
 

(2) Yang termasuk dalam force majeure dalam perjanjian kerjasama ini ada-lah : 
a. bencana alam, 
b. kebakaran, 
c. aksi mogok kerja, 
d. peperangan, pemberontakan, huruhara, dan epidemik. 

 
(3) Dalam hal terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA yang mengalami 

forcemajeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU 
denganmemberikan alasan serta bukti dari instansi berwenang selambat-
lambatnya 14(empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. 
 



(4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui 
ataumenolak secara tertulis mengenai keadaan memaksa tersebut, dalam waktu 
3 x24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. 
 
 

(5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari 
PIHAKKEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, 
PIHAKKESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU 
dianggapmenyetujui akibat keadaan memaksa tersebut. 

 
 

BAB X 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 
Pasal 11 

 
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, 

PARAPIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur musyawarah. 
 

(2) Apabila upaya penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur 
hukumdengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kebumen. 

 
 

BAB XI 
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

 
Pasal 12 

 
(1) Penghentian kontrak dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan 

PARAPIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya 
sebagaimanaditentukan dalam perjanjian ini atau keadaan kahar sebagaimana 
diatur dalamPasal 10. 
 

(2) Dalam hal kontrak dihentikan karena terjadi hal-hal sebagaimana dimaksudpada 
ayat (1), maka PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUAsesuai 
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telahdicapai. 

 
 
 
(3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau 

tidakmemenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 
 

(4) Dalam hal kontrak dihentikan karena suatu sebab sebagaimana dimaksudpada 
ayat (3) maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagaimana diaturdalam 
Perjanjian ini. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

BAB XII 
PENUTUP 

 
Pasal 13 

 
Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA 
PIHAKdan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, 
danmempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. 
 
 
 

PIHAK KEDUA 
 
 
 
 
 
 

Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.,Sc., Ph.D 

PIHAK KESATU 
 
 
 
 
 
 

Muhari, SE. 
 

 


